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REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DEWAN KEHORMATAN
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG
PEDOMAN BERACARA KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

Menimbang

a.

REPUBLIK INDONESIA,

bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3
Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik
Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah
diubah  dengan  Peraturan Dewan  Kehormatan
Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan
Umum, perlu disesuaikan dengan perkembangan
penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara
pemilihan umum;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan
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Mengingat

Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3
Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik

Penyelenggara Pemilihan Umum;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
sebagaimana telah beberapa kali diubah-terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2018 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan
Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 140);

Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan
Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan
Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1338);



Menetapkan
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MEMUTUSKAN:
PERATURAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA
PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA
PEMILIHAN UMUM NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG
PEDOMAN BERACARA KODE ETIK PENYELENGGARA
PEMILIHAN UMUM.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1603)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 291),
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat

(3a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Pengaduan dan/atau Laporan dapat disampaikan
secara:

a. langsung; atau
b. tidak langsung.

(2) Pengaduan dan/atau Laporan langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
disampaikan kepada petugas penerima Pengaduan.

(3) Pengaduan dan/atau Laporan tidak langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
disampaikan melalui:

a. media elektronik; dan/atau

b. media non-elektronik.
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(3a) Media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf a berupa aplikasi pengaduan online

sebagaimana tercantum dalam laman resmi DKPP.

Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut:

(1) Pengaduan  dan/atau  Laporan  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diajukan kepada
DKPP.

(2) Teradu dan/atau Terlapor dalam Pengaduan
dan/atau Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) yaitu penyelenggara Pemilu yang menjabat
sebagai:

a. anggota KPU;

b. anggota Bawaslu;

c. anggota KPU Provinsi atau KIP Aceh;

d. anggota Bawaslu Provinsi atau Panitia
Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh/Panitia
Pengawas Pemilihan Aceh;

e. anggota KPU Kabupaten/Kota atau KIP
Kabupaten/Kota;

f. anggota Bawaslu Kabupaten/Kota atau Panitia
Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota;

anggota PPLN;

0

h. anggota Panwaslu LN; atau

1. anggota KPPSLN.

Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Pasal

yakni Pasal 9A, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A
Dalam hal Teradu dan/atau Terlapor adalah
Penyelenggara Pemilu yang menjabat sebagai anggota
PPK, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota PPS, anggota
Panwaslu Kelurahan/Desa, anggota KPPS, dan Pengawas
TPS, dapat diadukan dan/atau dilaporkan kepada DKPP
jika terdapat dugaan pelanggaran kode etik yang
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dilakukan bersama Penyelenggara Pemilu sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9.

4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 11
(1) Dalam hal KPU, KPU Provinsi atau KIP Aceh,

Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Panitia Pengawas
Pemilihan Provinsi Aceh/Panitia Pengawas Pemilihan
Aceh menemukan dugaan pelanggaran kode etik
pada jajaran di bawahnya maka hasil penanganan
pelanggaran kode etik wajib disampaikan kepada
DKPP  setelah  melalui pemeriksaan  secara
berjenjang.

Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPU, KPU
Provinsi atau KIP Aceh, Bawaslu, Bawaslu Provinsi
atau  Panitia  Pengawas  Pemilihan  Provinsi
Aceh/Panitia Pengawas Pemilihan Aceh memutus
pemberhentian maka anggota yang bersangkutan
diberhentikan sementara dan selanjutnya dilaporkan

kepada DKPP.

5. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut:

(1)

(2)

Pasal 12

Dalam hal KPU, KPU Provinsi atau KIP Aceh, KPU
Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota tidak
melaksanakan putusan dan/atau menindaklanjuti
rekomendasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Panitia
Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh, dan Bawaslu
Kabupaten/Kota atau Panitia Pengawas Pemilihan
Kabupaten/Kota maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi
atau Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh, dan
Bawaslu Kabupaten/Kota atau Panitia Pengawas
Pemilihan Kabupaten/Kota mengadukan ke DKPP.

Dalam hal PPK, PPS, dan/atau KPPS tidak



